
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), pengaturan

mengenai Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta perlu disesuaikan;

b. bahwa penyesuaian Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada butir a, perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang

Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Peraturan …
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran

Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata

Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM

(PERUM) JASA TIRTA I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha

Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan

kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara

berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas

saham.

2. Pembinaan …
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2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi

Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat

berkembang dengan baik.

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap

Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan

yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun

dalam bidang teknis operasional.

5. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya

mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan

pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam

setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk

dimasukkan ke dalam Perusahaan.

7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

pengairan.

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas

kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan

serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam

menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II …
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BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

(1) Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang didirikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990. dilanjutkan berdirinya

dan meneruskan usaha-usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah.

(2) Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) selanjutnya diubah namanya menjadi Perusahaan

Umum (PERUM) Jasa Tirta I.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

(1) Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan

wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan

prasarana pengairan, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan

usaha lain yang berkaitan dengan air.

(2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasar ketentuan-ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berlaku.

(3) Dengan ...
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(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,

terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Malang.

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 6

(1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi

kemafaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan

prinsip pengelolaan Perusahaan.

(2) Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan

pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu

dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta

melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam

pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi pelindungan,

pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air

termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan

bimbingan.

(3) Tujuan ...


